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Abstract: The logistics industry in Indonesia has experienced rapid 

growth in response to the increasing demand for fast and efficient 

delivery services. However, this development also brings challenges 

in regulatory compliance, particularly concerning consumer 

protection and transportation safety. This study aims to evaluate the 

implementation of legal standards in freight transportation services 

at Indah Logistic Cargo in Malang City, focusing on compliance with 

Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection and Law No. 22 of 2009 on 

Road Traffic and Transportation. The research employs an empirical 

juridical method, with data collected through observations and 

interviews with company management and consumers. The findings 

reveal that the company has implemented some legal provisions, such 

as compensation claim mechanisms and vehicle inspections, but 

several issues persist, including discrepancies in item weight, damage 

to fragile goods, and delivery delays. Such inconsistencies may violate 

consumer rights as stipulated in Article 8 of the Consumer Protection 

Law. Moreover, the company’s administrative compliance remains 

incomplete, particularly regarding the Company Registration 

Certificate (TDP). Therefore, improvements are needed in employee 

training on legal regulations, the adoption of technology-based 

logistics management systems, warehouse infrastructure upgrades, 

and the development of a more responsive complaint-handling 

mechanism. Strengthening legal, operational, and service aspects will 

help Indah Logistic Cargo enhance regulatory compliance, customer 

satisfaction, and competitiveness in Indonesia’s logistics industry. 

 

  

PENDAHULUAN 

Industri logistik di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam 

beberapa tahun terakhir, dipicu oleh peningkatan permintaan akan layanan pengiriman 

barang yang efisien dan cepat (Purbasari et al., 2020). Hal ini sejalan dengan 

perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan pelacakan barang secara real-

time dan akses yang lebih baik terhadap informasi layanan. Namun, pertumbuhan pesat 

ini juga menghadirkan tantangan, terutama terkait dengan kepatuhan terhadap regulasi 
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yang ada. Dengan beragam jenis barang yang diangkut, perusahaan logistik harus 

memastikan bahwa mereka mematuhi berbagai peraturan yang berlaku untuk 

melindungi hak-hak konsumen (Budiyanti, 2023). 

Indah Logistik Cargo, sebagai salah satu perusahaan yang beroperasi di bidang 

pengangkutan barang, memiliki peran penting dalam mendukung rantai pasokan dan 

distribusi di Kota Malang. Lokasi operasional perusahaan ini terletak di jalur utama 

distribusi barang menjadikannya sebagai titik strategis yang menghubungkan berbagai 

sektor usaha. Dengan volume pengiriman yang tinggi, perusahaan ini harus mampu 

memberikan layanan yang tidak hanya cepat tetapi juga aman dan transparan (Edi 

Riesnandar & Imam Munajat Nuhartonosuro, 2025). Kegagalan dalam memenuhi 

harapan konsumen dapat berdampak negatif pada reputasi perusahaan dan 

kepercayaan publik. 

 Pengangkutan di Indonesia diatur secara hukum dalam UU NO. 22 Tahun 2009 

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengangkutan adalah kegiatan memindahkan 

barang dan/atau orang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat 

angkut. Ini mencakup berbagai jenis transportasi, termasuk darat, laut, dan udara (Amin 

& Jufrin, 2020). 

Salah satu aspek penting dalam industri logistik adalah perlindungan konsumen. 

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menekankan hak-

hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat tentang barang yang 

mereka beli, termasuk layanan pengangkutan. Hal ini mencakup ketentuan tentang 

transparansi dalam biaya, kondisi barang, serta hak untuk mendapatkan ganti rugi jika 

barang mengalami kerusakan selama proses pengiriman(Ramadhan & Sudiro, 2025). 

Dengan demikian, penerapan undang undang ini menjadi dasar penting bagi perusahaan 

logistik untuk melindungi konsumen dan memastikan kepuasan mereka(Anggi et al., 

2025). 

Di sisi lain, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur 

tentang keselamatan dalam pengangkutan barang. Regulasi ini mengharuskan 

perusahaan untuk memastikan bahwa semua kendaraan yang digunakan dalam 

operasional memenuhi standar keselamatan dan kelayakan jalan. Hal ini meliputi 

pemeriksaan rutin terhadap kendaraan, kelengkapan peralatan keselamatan, dan 

pelatihan untuk pengemudi. Penerapan peraturan ini bertujuan untuk mengurangi risiko 

kecelakaan dan menjaga keselamatan barang serta orang yang terlibat dalam proses 

pengangkutan. 

Meskipun regulasi telah ditetapkan, kenyataannya banyak perusahaan logistik 

yang masih mengalami kesulitan dalam menerapkan semua aspek hukum secara 

konsisten (Imelda, 2025). Dalam praktiknya, seringkali terjadi ketidaksesuaian antara 

prosedur yang ditetapkan dan pelaksanaan di lapangan. Hal ini dapat disebabkan oleh 

kurangnya pemahaman tentang regulasi di kalangan karyawan, ketidakcukupan dalam 

pelatihan, atau bahkan tekanan untuk memenuhi target pengiriman yang tinggi (Kristanti 

et al., 2023). Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap praktik yang 
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ada di Indah Logistik Cargo untuk mengidentifikasi areaarea yang membutuhkan 

perbaikan. 

Penelitian ini mengevaluasi penerapan standar hukum dalam layanan 

pengangkutan barang, mencakup proses pengiriman, penanganan barang, dan layanan 

pelanggan. Fokus utama adalah menilai kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan 

hukum dan tindakan untuk melindungi konsumen, termasuk penanganan barang rusak 

atau hilang melalui prosedur klaim yang jelas. Selain itu, aspek keselamatan dan 

kelengkapan kendaraan juga diperhatikan, termasuk pemeriksaan kondisi fisik dan 

pelatihan pengemudi untuk memastikan keselamatan. Pengelolaan sistem keluhan 

pelanggan menjadi indikator penting kualitas layanan, karena penanganan yang cepat 

dapat memengaruhi reputasi perusahaan (Irfan Irfan et al., 2025). Hasil penelitian ini akan 

memberikan gambaran jelas tentang kinerja Indah Logistik Cargo dalam menerapkan 

standar hukum dan kualitas layanan, mendukung pertumbuhan serta keberlanjutan 

perusahaan di industri logistik Indonesia. 

 

METODE PENELITIAN 

https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit%20Sapto%20Nugroho/UR

L%20Buku%20Ajar/BUKU%20METODOLOGI%20RISET%20HUKUM.pdf 

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan 

yang menggabungkan analisis hukum normatif dengan realitas yang terjadi di lapangan. 

Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana ketentuan hukum yang tertulis 

dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU No. 22 Tahun 2009 

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diterapkan secara faktual oleh pelaku usaha jasa 

logistik, khususnya di Indah Logistik Cargo Kota Malang. Dengan demikian, penelitian ini 

tidak hanya menelaah aspek normatif, tetapi juga menilai efektivitas penerapan hukum 

dalam praktik operasional perusahaan logistik. 

Observasi dilakukan di Indah Logistik Cargo, yang berlokasi di Jl. Raya Sumbersari 

No. 288, Lowokwaru, Kota Malang. Perusahaan ini bergerak di bidang jasa pengiriman 

barang dengan berbagai layanan, seperti pengiriman dalam kota, antar kota, hingga 

layanan kargo besar. Indah Logistik Cargo dikenal karena komitmennya terhadap 

pelayanan yang cepat, aman, dan terpercaya, serta kemampuannya dalam memberikan 

solusi logistik yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Dengan pengalaman 

operasional yang luas, perusahaan terus berupaya meningkatkan efisiensi dan 

memastikan keamanan barang hingga sampai ke tujuan. 

Fokus observasi dalam penelitian ini adalah pada penerapan standar hukum dalam 

layanan pengangkutan barang oleh perusahaan logistik tersebut. Pemilihan lokasi 

dilakukan secara purposive karena tingginya aktivitas logistik dan keberagaman jenis 

barang yang ditangani di area tersebut. Observasi dilakukan untuk menilai sejauh mana 

prosedur hukum dijalankan, terutama dalam aspek perlindungan konsumen, 

transparansi informasi, serta keamanan selama proses pengiriman. Selain observasi, 

wawancara dilakukan dengan pihak pengelola dan beberapa konsumen guna 
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memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi hukum dan 

tantangan yang dihadapi di lapangan. 

 

HASIL TEMUAN DAN DISKUSI 

Hasil observasi pada perusahaan Indah Logistik Cargo, ditemukan terkait 

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen 

dan transportasi. Peraturan yang menjadi acuan utama adalah Pasal 8 dan Pasal 19 UU 

No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan, serta Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 100 Tahun 

2020 dan PM 26 Tahun 2020. Secara substansi, UU No. 8 Tahun 1999 bertujuan 

melindungi hak-hak konsumen dengan memastikan pelaku usaha menjamin keamanan 

dan mutu barang, serta memberikan informasi yang jujur dan akurat (Njatrijani, 2017). 

Sementara itu, UU No. 22 Tahun 2009 menekankan aspek keselamatan dan tanggung 

jawab dalam pengelolaan sistem transportasi, yang meliputi kelayakan kendaraan, 

perlengkapan keselamatan, dan ketertiban lalu lintas. 

Hasil observasi juga menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara berat barang 

yang tertera dan yang sebenarnya, yang mengarah pada potensi pelanggaran Pasal 8 UU 

Perlindungan Konsumen, khususnya terkait informasi yang tidak jelas kepada konsumen. 

Ketidakakuratan informasi ini sering kali disebabkan oleh miscommunication antara 

pihak ekspedisi dan konsumen, terutama ketika berat barang dihitung berdasarkan 

perhitungan kilogram atau volume tanpa transparansi yang memadai dalam 

penyampaian informasi tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian Afdaliyah (2023) yang 

menunjukkan bahwa praktik pembulatan nilai timbangan di J&T Express berpotensi 

merugikan konsumen. 

Selain itu, terdapat insiden kerusakan barang, seperti barang pecah belah yang 

tidak diperlakukan sesuai dengan kondisi fragilitasnya meskipun telah diberi label 

“fragile.” Hal ini menunjukkan kurangnya penerapan standar perlindungan barang dalam 

proses pengiriman, berlawanan dengan standar layanan yang diatur dalam PM 100 

Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Barang. Penelitian oleh Jaya 

et al. (2020) juga menyoroti tanggung jawab perusahaan ekspedisi dalam menjaga 

integritas barang selama pengiriman, menekankan bahwa ketidakakuratan dalam berat 

barang atau kerusakan dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen. 

Studi-studi tersebut mendukung temuan bahwa ketidakpatuhan terhadap UU 

Perlindungan Konsumen dapat merugikan konsumen baik dari segi materi maupun 

kepuasan layanan (Cahya & Sudiro, 2024). Kesimpulannya, praktik pengiriman barang 

yang tidak sepenuhnya mematuhi regulasi mengarah pada potensi kerugian konsumen 

dan perlu ditingkatkan dalam hal transparansi dan standar pelayanan agar tercapai 

layanan logistik yang berkualitas dan adil. 

Soedjono (1995) menjelaskan bahwa yang perlu diperhatikan di dalam 

pengangkutan barang adalah pihak pengirim barang, pihak penerima barang dan barang 

itu sendiri. Sedangkan Purwosutjipto (2003), mengemukakan pihak-pihak dalam 
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pengangkutan yaitu pengangkut dan pengirim. Menurut Muhammad (1995), subjek 

hukum pengangkutan adalah ”pendukung kewajiban dan hak dalam hubungan hukum 

pengangkutan, yaitu pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam proses perjanjian 

sebagai pihak dalam perjanjian pengangkutan”. Mereka itu adalah pengangkut, 

pengirim, penumpang, penerima, ekspeditur, agen perjalanan, pengusaha muat bongkar, 

dan pengusaha pergudangan. Subjek hukum pengangkutan dapat berstatus badan 

hukum, persekutuan bukan badan hukum, dan perseorangan. 

Dalam konteks hukum pengangkutan, prinsip tanggung jawab pengangkut 

menjadi komponen penting yang menentukan batas tanggung jawab pengangkut 

terhadap kerugian atau kerusakan barang selama proses pengiriman(Tan et al., 2023). 

Prinsip-prinsip ini mengatur hak dan kewajiban pengangkut serta menawarkan 

perlindungan bagi pihak pengirim dan penerima barang. Menurut Wiradipradja (1989), 

terdapat empat prinsip tanggung jawab pengangkut yang umum dikenal dalam 

pengangkutan internasional, yaitu: 

1. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Absolute Liability), prinsip ini menetapkan bahwa 

pengangkut harus bertanggung jawab penuh atas kerusakan atau kehilangan 

barang, tanpa memerlukan bukti kesalahan dari pihaknya. Dengan kata lain, 

pengangkut wajib memberikan ganti rugi meskipun tidak ada kesalahan yang 

terbukti. 

2. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan (Fault Liability), dalam prinsip ini 

pengangkut hanya bertanggung jawab apabila kerusakan atau kehilangan dapat 

dibuktikan sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaiannya. 

3. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Praduga (Presumption of Liability), yakni 

pengangkut diasumsikan bertanggung jawab kecuali ia dapat membuktikan bahwa 

kerusakan atau kehilangan barang disebabkan oleh faktor eksternal di luar 

kendalinya. 

4. Prinsip Tanggung Jawab Terbatas (Limitation of Liability), prinsip ini membatasi 

tanggung jawab pengangkut pada jumlah tertentu yang disesuaikan dengan 

ketentuan hukum atau kontrak yang berlaku, sehingga penggantian kerugian hanya 

dapat dilakukan hingga batas maksimum yang telah disepakati. 

Dalam industri logistik kesepakatan antara pengirim dan penyedia jasa cargo 

tentang tarif, waktu pengiriman, dan layanan lainnya bisa dianggap sebagai kontrak 

meskipun hanya melalui komunikasi verbal atau email, selama kedua pihak sepakat. 

Penerapan konsensualisme dalam praktik bisnis, khususnya di sektor logistik, membantu 

memfasilitasi transaksi yang lebih cepat dan efisien, tetapi tetap penting untuk 

mempertimbangkan risiko dan implikasi hukum yang mungkin muncul jika ada 

perselisihan di kemudian hari (Amalia, 2013). 

Berdasarkan hasil observasi, pelayanan berkala di Indah Logistik Cargo dalam 

konteks pengiriman barang mencerminkan hubungan kerja antara pengirim dan 

pengangkut yang bersifat tidak tetap. Artinya, kerja sama ini hanya terjadi saat pengirim 

memerlukan layanan pengangkutan. Hal ini sesuai dengan Pasal 1601 Kitab Undang-
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Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur tentang perjanjian pengangkutan. 

Dalam perjanjian tersebut, pengangkut berkewajiban untuk mengangkut barang yang 

diserahkan oleh pengirim, dan pengirim berkewajiban untuk membayar biaya 

pengangkutan (Darwis et al., 2018). 

Pelayanan berkala ini memberikan fleksibilitas bagi pengirim untuk menggunakan 

jasa pengangkutan sesuai kebutuhan mereka, tanpa terikat oleh kontrak jangka panjang. 

Hal ini memungkinkan pengirim untuk menyesuaikan penggunaan layanan dengan 

volume dan frekuensi pengiriman barang mereka. 

Selain adanya ketidaksesuaian dalam berat barang, hasil observasi selanjutnya juga 

menunjukkan bahwa Indah Logistik Cargo telah mengambil beberapa langkah untuk 

memenuhi tanggung jawabnya terkait barang yang rusak. Berdasarkan Pasal 19 UU No. 

8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perusahaan diwajibkan untuk 

menanggung kerugian yang dialami konsumen terkait produk atau jasa yang disediakan. 

Dalam hal ini, Indah Logistik Cargo menyediakan layanan klaim ganti rugi bagi barang 

yang rusak, baik yang diasuransikan maupun tidak. Proses klaim dilakukan dalam waktu 

maksimal tujuh hari setelah pengiriman dengan melampirkan bukti foto barang yang 

rusak. Jika barang tersebut diasuransikan, penggantian dilakukan sebesar nilai barang. 

Sebaliknya, jika barang tidak diasuransikan, ganti rugi maksimal yang diberikan adalah 

sebesar satu juta rupiah. Hal ini mencerminkan upaya perusahaan untuk menyesuaikan 

praktik mereka dengan peraturan perlindungan konsumen (Jaya et al., 2020). 

Selain adanya ketidaksesuaian dalam berat barang, hasil observasi selanjutnya juga 

menunjukkan bahwa Indah Logistik Cargo telah mengambil beberapa langkah untuk 

memenuhi tanggung jawabnya terkait barang yang rusak. Berdasarkan Pasal 19 UU No. 

8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perusahaan diwajibkan untuk 

menanggung kerugian yang dialami konsumen terkait produk atau jasa yang disediakan. 

Dalam hal ini, Indah Logistik Cargo menyediakan layanan klaim ganti rugi bagi barang 

yang rusak, baik yang diasuransikan maupun tidak. Proses klaim dilakukan dalam waktu 

maksimal tujuh hari setelah pengiriman dengan melampirkan bukti foto barang yang 

rusak. Jika barang tersebut diasuransikan, penggantian dilakukan sebesar nilai barang. 

Sebaliknya, jika barang tidak diasuransikan, ganti rugi maksimal yang diberikan adalah 

sebesar satu juta rupiah. Hal ini mencerminkan upaya perusahaan untuk menyesuaikan 

praktik mereka dengan peraturan perlindungan konsumen (Jaya et al., 2020). 

Namun, dalam penerapan standar pelayanan, masih terdapat kekurangan yang 

perlu diperbaiki. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 100 Tahun 2020 

tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Barang, layanan angkutan barang 

diharapkan memiliki keandalan waktu dalam pengiriman. Observasi ini juga 

menunjukkan bahwa Indah Logistik Cargo belum sepenuhnya memenuhi standar ini 

karena sering terjadi keterlambatan dalam pengiriman barang. 

Salah satu penyebab keterlambatan yang teridentifikasi adalah kebijakan 

pengiriman barang yang tidak dilakukan setiap hari, yang menyebabkan barang tertahan 

lebih lama di gudang. Meskipun pelanggan dapat melacak barang mereka secara daring, 
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keterlambatan ini tetap dapat mengurangi tingkat kepuasan konsumen terhadap layanan 

yang disediakan. Penelitian Landra & Putri (2023) serta Rieza & Kadriah (2020) juga 

menemukan bahwa faktor eksternal seperti kondisi cuaca dan kemacetan lalu lintas turut 

mempengaruhi kecepatan pengiriman, namun kesalahan internal seperti kurangnya 

manajemen logistik yang efisien juga menjadi faktor penting. 

Keterlambatan ini berdampak negatif pada pengalaman konsumen, yang 

mengharapkan pengiriman tepat waktu sesuai dengan janji layanan. Hal ini sejalan 

dengan penelitian Somad (2019) yang menyatakan bahwa kelalaian dalam proses 

pengangkutan, termasuk dalam hal loading dan unloading, dapat berkontribusi pada 

keterlambatan dan kerusakan barang. 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nurhaliza (2023) terkait pengaruh Standar 

Operasional Prosedur (SOP) terhadap kinerja karyawan di perusahaan ekspedisi, 

menemukan bahwa penerapan SOP yang konsisten dapat meningkatkan efisiensi 

layanan dan mengurangi keluhan pelanggan. Studi tersebut menegaskan pentingnya 

SOP yang baik untuk menghindari masalah keterlambatan dan memastikan proses 

logistik berjalan lancar. Dengan demikian, peningkatan SOP di Indah Logistik Cargo 

dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan dan pemenuhan standar regulasi, 

yang pada akhirnya akan menciptakan pengalaman yang lebih baik bagi konsumen. 

SOP berfungsi sebagai pedoman bagi karyawan dalam melaksanakan tugas 

mereka dengan cara yang terstandarisasi, sehingga mengurangi kemungkinan kesalahan 

operasional. Penelitian lain oleh Hakim & Rahayuna (2024) serta Maharani et al. (2023) 

juga menunjukkan bahwa penerapan SOP yang efektif berkontribusi pada disiplin kerja 

karyawan, yang berdampak positif pada kinerja keseluruhan perusahaan. 

Selanjutnya, aspek administratif di Indah Logistik Cargo telah memenuhi beberapa 

ketentuan dari Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 26 Tahun 2020, yang mengatur 

persyaratan administratif bagi perusahaan angkutan barang. Berdasarkan observasi, 

perusahaan telah memenuhi persyaratan berupa akta pendirian perusahaan, Nomor 

Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan izin usaha jasa pengurusan transportasi. Namun, 

perusahaan Indah Logistik Cargo belum sepenuhnya memenuhi persyaratan 

administratif lainnya, seperti Tanda Daftar Perusahaan (TDP). TDP merupakan dokumen 

wajib yang berfungsi sebagai bukti legalitas dan izin resmi perusahaan dalam 

menjalankan operasionalnya. 

Ketiadaan TDP dapat berisiko terhadap legalitas perusahaan di mata hukum dan 

bisa memengaruhi kepercayaan konsumen, sehingga pemenuhan TDP menjadi penting 

agar perusahaan dapat beroperasi dengan sepenuhnya sah dan menghindari potensi 

permasalahan hukum. Selain itu, TDP juga membantu dalam membangun kredibilitas 

perusahaan di mata pelanggan dan mitra bisnis, menunjukkan bahwa perusahaan telah 

memenuhi persyaratan legal yang ditetapkan Dengan memiliki TDP, perusahaan tidak 

hanya menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku tetapi juga meningkatkan 

kepercayaan konsumen terhadap layanan yang disediakan. Langkah ini juga dapat 
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membantu perusahaan dalam mengakses berbagai izin usaha yang diperlukan untuk 

memperluas operasional dan meningkatkan daya saing di pasar. 

Dalam hal layanan pos, UU No. 38 Tahun 2009 tentang Pos menjadi landasan bagi 

Indah Logistik Cargo dalam menjalankan layanan pengiriman barang. Hukum ini 

menetapkan bahwa perusahaan penyedia jasa pos harus menjaga kepercayaan 

masyarakat dengan memastikan keamanan, ketepatan waktu, dan kelancaran 

pengiriman. Di Indah Logistik Cargo, penerapan ini terlihat dari adanya brosur informasi 

layanan dan sistem keluhan yang memungkinkan pelanggan untuk mengajukan 

komplain jika terjadi keterlambatan atau kerusakan barang. 

Namun, hasil observasi menunjukkan bahwa sistem pengelolaan keluhan masih 

dapat ditingkatkan, terutama dalam penanganan pengaduan secara langsung maupun 

daring untuk memastikan respons yang lebih cepat dan tepat. Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Mufarikuddin (2022), yang menyoroti pentingnya 

manajemen keluhan pelanggan dalam menciptakan layanan yang efektif dan responsif 

di perusahaan jasa pos. Dengan pengelolaan keluhan yang lebih terstruktur, perusahaan 

dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan membangun kepercayaan publik. 

 

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perlindungan Konsumen Dalam Praktik Layanan  

Kepatuhan terhadap peraturan perlindungan konsumen merupakan aspek yang 

sangat penting dalam praktik layanan pengangkutan barang. Di Indonesia, perlindungan 

konsumen diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen, yang mengamanatkan pelaku usaha untuk memenuhi hak-hak konsumen 

dan menjaga kepentingan mereka. Pasal 8 UU ini menegaskan bahwa konsumen berhak 

mendapatkan informasi yang jelas dan benar tentang barang dan jasa yang ditawarkan. 

Hal ini mencakup kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang akurat dan 

tidak menyesatkan kepada konsumen, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang 

tepat dalam bertransaksi (Maileni, 2014). Sementara itu, Pasal 19 mewajibkan pelaku 

usaha untuk bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen akibat produk 

atau jasa yang disediakan. Tanggung jawab ini mencakup ganti rugi atas kerusakan, 

pencemaran, dan kerugian lain yang dialami konsumen. Pelaku usaha harus memberikan 

ganti rugi dalam bentuk pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa 

yang sejenis atau setara nilainya (Fadhly, 2013). 

Observasi di Indah Logistik Cargo menunjukkan adanya beberapa elemen yang 

berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan perlindungan konsumen. Berdasarkan 

temuan, perusahaan telah melakukan beberapa langkah untuk memenuhi kewajiban 

mereka kepada konsumen, seperti memberikan informasi mengenai layanan, kebijakan 

klaim, dan tanggung jawab terhadap barang yang rusak. Namun, terdapat juga beberapa 

isu yang menunjukkan ketidakpatuhan terhadap regulasi yang berlaku: 

1. Informasi Yang Tidak Jelas 

Meskipun perusahaan menyediakan informasi dasar tentang layanan, hasil 

observasi menunjukkan bahwa dalam praktiknya, terdapat kebingungan mengenai 
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berat barang yang dikenakan kepada konsumen. Ketidakakuratan informasi ini 

melanggar Pasal 8, yang menuntut pelaku usaha untuk memberikan informasi yang 

jujur dan transparan (Kolantung et al., 2025). Komunikasi yang kurang efektif antara 

pihak ekspedisi dan konsumen dapat menyebabkan kesalahpahaman dan 

kekecewaan bagi pelanggan. 

Dalam konteks layanan pengangkutan di Indah Logistik Cargo, iktikad baik 

adalah prinsip penting yang harus dijunjung tinggi dalam seluruh perjanjian dan 

transaksi antara pihak perusahaan logistik sebagai penyedia layanan dan konsumen 

sebagai pengguna jasa. Prinsip ini mengharuskan kedua belah pihak, baik Indah 

Logistik Cargo maupun konsumen, untuk terikat pada kontrak atau kesepakatan 

dengan itikad atau niat baik, yang berarti menjalankan hak dan kewajiban masing-

masing dengan jujur, transparan, dan saling mempercayai. 

Bagi Indah Logistik Cargo, iktikad baik dalam praktiknya tercermin dalam 

pemberian informasi yang jelas kepada konsumen mengenai layanan 

pengangkutan, seperti ketentuan mengenai berat barang, waktu pengiriman, kondisi 

keamanan barang, dan kemungkinan risiko yang dapat terjadi selama 

pengangkutan. Misalnya, dalam hal penentuan berat barang, perusahaan logistik 

diharapkan untuk menerapkan transparansi dengan menjelaskan perbedaan antara 

berat aktual dan berat volumetrik, sehingga konsumen memahami dasar 

perhitungan biaya pengiriman.  

Sebaliknya, konsumen juga dituntut untuk beriktikad baik dengan 

memberikan informasi yang akurat terkait barang yang dikirim, termasuk deskripsi 

barang dan kondisi khusus yang mungkin diperlukan selama pengiriman (misalnya, 

barang pecah belah yang memerlukan penanganan ekstra). Dengan demikian, kedua 

pihak dapat saling menjaga dan melaksanakan kesepakatan berdasarkan keyakinan 

dan kepercayaan, yang pada akhirnya mendukung kelancaran proses logistik serta 

kepuasan konsumen. Penerapan prinsip iktikad baik ini tidak hanya melindungi hak-

hak konsumen tetapi juga memperkuat reputasi perusahaan dalam memenuhi 

standar pelayanan yang jujur dan berintegritas (Atmoko & Noviriska, 2024). 

2. Klaim Ganti Rugi 

Indah Logistik Cargo menyediakan mekanisme klaim bagi barang yang 

mengalami kerusakan, dengan prosedur klaim yang diatur dengan baik, seperti 

pengajuan klaim dalam waktu tujuh hari setelah pengiriman dan syarat dokumentasi 

yang jelas. Hal ini menunjukkan usaha perusahaan untuk mematuhi Pasal 19 UU 

Perlindungan Konsumen, yang mengharuskan pelaku usaha bertanggung jawab atas 

kerugian konsumen (Nur & Prabowo, 2011). Namun, selama observasi, ditemukan 

bahwa proses klaim sering kali menjadi lambat dan terkadang tidak memadai, 

terutama jika barang tidak diasuransikan. Hal ini dapat merugikan konsumen yang 

berharap mendapatkan penggantian yang adil. 

3. Keselamatan dan Kualitas Layanan 
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Perusahaan telah berupaya memenuhi aspek keselamatan dan kualitas dalam 

layanan pengangkutan barang, dengan kendaraan yang digunakan memenuhi 

persyaratan keamanan yang diatur dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

Namun, kualitas layanan pengiriman sering terganggu oleh keterlambatan, 

berdampak pada kepuasan pelanggan dan pelanggaran terhadap harapan yang 

ditetapkan dalam UU Perlindungan Konsumen (Ramadhan & Sudiro, 2025). 

Meskipun Indah Logistik Cargo telah berusaha untuk memenuhi beberapa standar 

layanan dan regulasi, masih terdapat beberapa aspek yang membutuhkan perbaikan. 

Ketidakpatuhan terhadap ketentuan berat barang yang tercantum dalam undang-

undang, keterlambatan pengiriman, dan kelengkapan administratif menjadi tantangan 

yang perlu diatasi untuk mencapai kepatuhan penuh terhadap peraturan yang berlaku. 

Dengan mengimplementasikan SOP yang lebih efektif, memperbaiki sistem manajemen 

keluhan, dan memastikan kelengkapan dokumen administratif, perusahaan dapat 

meningkatkan kualitas layanan mereka dan menegakkan prinsip perlindungan 

konsumen yang lebih baik. Hal ini akan berdampak positif tidak hanya pada kepuasan 

konsumen tetapi juga pada reputasi perusahaan dalam industri logistik dan transportasi 

di Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa semua perikatan dalam 

operasional logistik, termasuk di Indah Logistik Cargo, harus mengikuti prinsip-prinsip 

hukum yang berlaku untuk menghindari risiko hukum dan menjamin keberlanjutan 

bisnis. 

 

Tantangan Dalam Memenuhi Standar Pelayanan dan Regulasi yang Berlaku  

Indah Logistik Cargo menghadapi beberapa tantangan utama dalam memenuhi 

standar pelayanan dan regulasi, terutama terkait dengan proses operasional dan sumber 

daya manusia. Salah satu tantangan signifikan adalah kebutuhan untuk meningkatkan 

pelatihan dan pemahaman karyawan mengenai kepatuhan terhadap regulasi yang 

berlaku. Karyawan yang tidak sepenuhnya memahami prosedur hukum dapat 

menyebabkan kesalahan dalam pengiriman, seperti ketidaksesuaian berat barang atau 

penanganan yang tidak tepat terhadap barang fragil. Hal ini menuntut perusahaan untuk 

secara konsisten memberikan pelatihan dan pembaruan informasi kepada seluruh staf. 

Selain itu, tantangan lainnya adalah pengelolaan sistem teknologi informasi yang 

efisien untuk melacak pengiriman barang. Penggunaan sistem manajemen yang kurang 

canggih dapat menghambat proses pemantauan dan pelaporan, yang berdampak pada 

ketepatan waktu pengiriman. Dalam industri logistik yang semakin kompetitif, 

pengadopsian teknologi mutakhir menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi 

operasional dan memenuhi harapan pelanggan. 

Keterbatasan dalam infrastruktur juga menjadi tantangan, di mana fasilitas 

penyimpanan yang tidak memadai dapat menyebabkan kerusakan pada barang yang 

disimpan, terutama barang-barang yang memerlukan kondisi khusus. Indah Logistik 

Cargo perlu mengevaluasi dan meningkatkan infrastruktur gudang untuk memastikan 

bahwa semua barang disimpan dalam kondisi yang aman dan sesuai dengan standar 
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yang ditetapkan. Dengan mengidentifikasi dan mengatasi tantangan-tantangan ini, 

Indah Logistik Cargo dapat beradaptasi dengan perubahan regulasi dan meningkatkan 

kualitas layanan, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada peningkatan kepuasan 

konsumen dan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. 

 

Upaya Peningkatan dan Rekomendasi 

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi dan standar pelayanan, 

Indah Logistik Cargo perlu mengimplementasikan beberapa langkah strategis. Langkah-

langkah ini dirancang untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dan memastikan bahwa 

perusahaan dapat beroperasi secara efektif dalam memenuhi harapan konsumen dan 

peraturan yang berlaku. 

1. Peningkatan Pelatihan Karyawan 

Perusahaan harus mengadakan program pelatihan berkala bagi karyawan 

untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang regulasi perlindungan konsumen, 

prosedur pengiriman, dan manajemen keluhan. Pelatihan ini tidak hanya harus 

mencakup aspek hukum, tetapi juga keterampilan teknis dalam penanganan barang, 

terutama untuk barangbarang yang memiliki karakteristik khusus, seperti barang 

pecah belah. Dengan meningkatkan kompetensi karyawan, perusahaan dapat 

meminimalkan kesalahan yang dapat merugikan konsumen (Firjatullah & Ahmadi, 

2025). 

2. Penerapan Sistem Manajemen Teknologi Informasi yang Terintegrasi 

Indah Logistik Cargo perlu berinvestasi dalam teknologi informasi yang lebih 

canggih untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan pengiriman. Penggunaan 

perangkat lunak manajemen logistik yang memungkinkan pelacakan real-time dan 

pengelolaan data yang lebih baik akan membantu dalam mengurangi keterlambatan 

pengiriman dan memberikan informasi yang lebih akurat kepada konsumen. Dengan 

sistem yang lebih baik, perusahaan dapat memastikan transparansi dalam proses 

pengiriman dan meningkatkan kepuasan pelanggan (Arzaq, 2024). 

3. Peningkatan Infrastruktur Fasilitas 

Investasi dalam infrastruktur, seperti gudang penyimpanan yang memadai dan 

aman, merupakan langkah penting untuk melindungi barang yang dikirim (Tohir et 

al., 2023). Perusahaan harus memastikan bahwa fasilitas tersebut dilengkapi dengan 

peralatan yang sesuai untuk menyimpan barang dengan aman dan mengurangi 

risiko kerusakan. Hal ini termasuk penggunaan rak penyimpanan yang baik, sistem 

pengendalian suhu untuk barang yang membutuhkan perlakuan khusus, dan 

prosedur penanganan yang sesuai. 

4. Perbaikan Sistem Manajemen Keluhan 

Indah Logistik Cargo perlu mengembangkan sistem manajemen keluhan yang 

lebih responsif dan terstruktur. Ini dapat mencakup pelatihan bagi staf untuk 

menangani keluhan pelanggan dengan lebih efektif dan sistem pengaduan yang 

memungkinkan pelanggan untuk melaporkan masalah dengan cepat. Respons yang 
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cepat dan penyelesaian masalah yang efisien akan membantu membangun 

kepercayaan pelanggan dan meningkatkan citra perusahaan (Pokhrel et al., 2024). 

5. Kepatuhan Terhadap Ketentuan Administratif 

Memastikan kelengkapan semua dokumen administratif, termasuk Tanda 

Daftar Perusahaan (TDP), sangat penting untuk menjaga legalitas perusahaan 

(Arrizal et al., 2024). Indah Logistik Cargo harus segera menyelesaikan dokumen 

yang kurang agar dapat beroperasi tanpa risiko hukum. Hal ini juga akan 

meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap perusahaan dan memberikan 

jaminan bahwa operasional mereka sesuai dengan hukum yang berlaku. 
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KESIMPULAN 

Industri logistik di Indonesia, termasuk Indah Logistik Cargo, terus berkembang, 

namun menghadapi tantangan dalam hal kepatuhan terhadap peraturan hukum dan 

perlindungan konsumen. Observasi pada Indah Logistik Cargo mengidentifikasi 

beberapa masalah yang perlu diperbaiki, seperti ketidakjelasan informasi berat barang, 

keterlambatan pengiriman, serta kurangnya kelengkapan dokumen administratif yang 

dapat mengurangi kualitas layanan dan kepuasan konsumen. Meski demikian, 

perusahaan telah berusaha memenuhi beberapa standar hukum, seperti menyediakan 

layanan klaim dan memenuhi ketentuan keselamatan kendaraan. Upaya lebih lanjut 

diperlukan untuk mencapai kepatuhan penuh terhadap regulasi demi menjaga 

kepercayaan konsumen dan reputasi perusahaan. 

Untuk meningkatkan layanan logistik, perusahaan perlu rutin melatih karyawan 

terkait aturan hukum dan prosedur penanganan barang untuk meningkatkan kepatuhan 

dan tanggung jawab. Adopsi teknologi pelacakan real-time akan meningkatkan efisiensi 

operasional dan transparansi bagi konsumen. Pengembangan fasilitas penyimpanan 

yang memadai, khususnya untuk barang yang memerlukan perawatan khusus, juga 

penting. Sistem keluhan yang responsif akan mempercepat penanganan keluhan 

pelanggan, sementara kelengkapan dokumen administratif, seperti TDP, memastikan 

legalitas operasi dan membangun kepercayaan publik. 
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